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PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,
Pasal 11
7 Tahun 2017

dan Belanja

Peraturan Daerah Nomor tentang

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan

Daerah Tahun Anggaran 2016, Bupati menetapkan

Peraturan Bupali sebagal rincian lebin lanjui  dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pohuwato tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,

tentang

Kolusi

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

6 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten

Undang-Undang Nomor tentang
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor
26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor
17 Tahun 2003
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor tentang
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan :

10.

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007
Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016,

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 62.981.898.282,00
b. Dana Perimbangan Rp. 704.826.855.692,00
c. Lain - lain Pendapatan yang sah Rp. 94.444.697.299,00
Jumlah Pendapatan Rp. 862.253.451.273,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 304.167.526.179,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 11.217.222.500,00



5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.710.835.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.434.304.503,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 122.904.744.980,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 21.606.185.845,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 177.072.381.786,80
3) Belanja Modal Rp. 190.126.603.640,00
Jumlah Belanja Rp. 834.239.804.433,80
Surplus/(Defisit) Rp. 28.013.646.839,20

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 47.182.683.333,23
b. Pengeluaran Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 40.182.683.333,23

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.68.196.330.172,43

Pasal 2
Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
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tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar getian orang mengetahuiinva. memerintahkan nenoundang
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Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pohuwato.

SYARIF XIBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 7 Aguskys 2017

SEKRETARIS DAE UPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR.36
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